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1. TUJUAN

Skema Sertifikasi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Sertifikasi Produk komoditi sub kategori minyak goreng yaitu
Minyak Goreng Sawit di Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Samarinda

2. RUANG LINGKUP

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk Sertifikasi Produk Penguna Tanda SNI (Sertifikat SNI) untuk jenis produk Minyak Goreng Sawit
dengan nomor SNI 7709:2019

3. ACUAN
3.1 SNIISO/IEC 17065:2012
3.2 Standar Produk yang diacu
1. SNI 7709:2019, Minyak Goreng Sawit
2. SNI 19-0428-1998, Petunjuk pengambilan contoh padatan
3.3 Regulasi Teknis yang diacu

1. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 03 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit



secara Wajib

2. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 100/M-IND/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia nomor 35/M- IND/PER/3/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng
Sawit secara Wajib

3. Peraturan Menteri Perindustrian 35/M-IND/PER/3/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia nomor 87 /M- IND/PER/12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit
secara Wajib

4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik

5. Peraturan Dirjen Industri Agro nomor 30/IA/PER/6/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan
Pengawasan Penerapan SNI Minyak Goreng secara Wajib

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan

7. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 31 tahun 2018 tentang Label Olahan Pangan

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 33 tahun 2018 Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan
Makanan

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2016 tentang Klaim pada Label dan Iklan Pangan
Olahan

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM nomor 12 tahun 2016, tentang Pendaftaran Pangan Olahan

11.Pedoman BSN nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian berbasis SNI

4. DEFINISI

41 Minyak goreng sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigeliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO),
yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan
mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.

42 Bahan tambahan pangan adalah bahan tambahan yang diizinkan untuk minyak goreng sawit sesuai dengan ketentuan yang
berlaku



43 Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng Sawit dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa
pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.

44 Pengemas adalah perusahaan industri yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa
pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A

45 Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum mauun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilyah hukum negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakn kegiatan usaha dalam berbagai bidang ilmu.

5. LANGKAH PELAKSANAAN
Proses Sertifikasi dilaksanakan melalui tahap-tahap penilaian sebagai berikut:



No |

Ketentuan

Uraian

Tahapl:Seleksi

1.

Permohonan

Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

UntukPerusahaanIndustri

PerwakilanResmi

1)

Menginput data dengan mengisi formulir isian;

2) Memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;

3) Memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;

4) mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk
produk Minyak Goreng Sawit kelas 29 (dua puluh sembilan) yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum atau persetujuan penggunaan merek untuk merek kolektif;
dan

5) menggungah dokumen pendukung lain berupa:

a) surat permohonan yang
dicetak melalui SlINas
dan ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan
Industri;

a) surat permohonan yang dicetak

melalui SIINas dan
ditandatangani oleh pimpinan
Perwakilan Resmi;

b) salinan akta pendirian
perusahaan dan

b)

salinan akta pendirian
Produsen di Luar Negeri dan

perubahannya; perubahannya;

c) perizinan berusaha dengan | c)perizinan berusaha dengan ruang
lingkup kegiatan lingkup kegiatan usaha
usahalndustri Minyak Industri Minyak Goreng Sawit
Goreng Sawit dengan atau surat keterangan dari
nomor KBLI10435 otoritas yang

dan/atau 10437,

berwenang dinegara setempat;




d) sertifikat sistem manajemen

mutu ISO 9001:2015
dan/atau sistem
manajemen keamanan
pangan bagi yang sudah
memiliki atau surat
pernyataan penerapan
sistem manajemen mutu
ISO

d)sertifikat

sistem manajemen
mutulSO 9001:2015 dan/atau
sistem manajemen kemanan
pangan;

9001:2015 dan/atau
sistem manajemen
keamanan pangan;

e) surat pernyataan
bermeterai yang dicetak
melalui SlINas dan
ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan
Industri yang menyatakan

e)surat pernyataan bermeterai yang

dicetak melalui SIINas dan
ditandatangani oleh pimpinan

Perwakilan Resmi yang
menyatakan tidakakan
mengedarkan, memasarkan

tidak akanmengedarkan, dan/atau memindahtangankan

memasarkan dan/atau Minyak Goreng Sawit sebelum

memindahtangankan memperoleh Sertifikat SNI dan

Minyak Goreng Sawit SPPT SNI;

sebelum memperoleh

Sertifikat SNI dan SPPT

SNI;

diagram alir proses f) diagramalirprosesproduksi;
produksi;

g) informasi produk Minyak| g) informasi produk MinyakGoreng
Goreng Sawit yang Sawit yang mencakup merek;
mencakup merek;

h) daftar fasilitas produksi; daftar fasilitas produksi;

i) daftar peralatan uji;

daftar peralatan uji;




j) daftar pengendalian mutu
produk dari mulai bahan
baku sampai dengan
produk akhir;

j)daftar pengendalian mutu
produkdari mulai bahan baku
sampai dengan produk akhir;

k) ilustrasi pembubuhan
Tanda SNI.

k) ilustrasi pembubuhan Tanda
SNI.

1) daftar informasi
terdokumentasi sesuai
ISO 9001:2015 dan/atau
sistem manajemen
keamanan pangan;

1) daftar informasi terdokumentasi
sesuai ISO 9001:2015
dan/atau sistem manajemen
keamanan pangan;

m) struktur organisasi;dan

m) struktur organisasi;

n) Proses bisnis

n) proses bisnis.

0) dokumen legalitas persyaratan
Perwakilan Resmi yang berupa:

i. salinan akta pendirian
perusahaan dan
perubahannya;

ii. perizinan berusaha;

iii. bukti penunjukan sebagai
Perwakilan Resmi dalam
bentuk akta otentik yang
dibuat di hadapan notaris
di wilayah hukum

Negara
Kesatuan Republik
Indonesia;




iv.

perjanjian lisensi merek
untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua
puluh sembilan) dari
Produsen di Luar Negeri
sebagai pemilik merek
kepada Perwakilan Resmi
yang

dicatatkan di Direktorat
Jenderal Kekayaan
Intelektual

Kementerian Hukum;

v.bukti pencatatan perjanjian

lisensi merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas
29 (dua puluh sembilan) dari
Produsendi Luar Negeri
sebagai pemilik merek
kepada Perwakilan Resmi
yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum; dan

Vi.

bukti menguasai gudang di
kota/kabupaten yang sama

atau kota/kabupaten
terdekat dengan tempat
kedudukan Perwakilan

Resmi.




Dalam hal
Sertifikat

permohonan penerbitan
SNI dilakukan oleh
Perusahaan Industri dalam rangka
Kerja Sama  Merek, Perusahaan
Industri penerima Kerja Sama Merek
juga harus mengunggah dokumen lain
yang diperlukan:

Dalam hal permohonan penerbitan
Sertifikat SNI dilakukan oleh
Produsendi Luar Negeri dalam
rangka Kerja Sama Merek,
Produsen di Luar Negeri penerima
Kerja Sama Merek melalui
Perwakilan Resmi juga harus
mengunggah dokumen lainy ang
diperlukan:

a. apabila pemberi Kerja Sama Merek | a. apabila pemberi Kerja Sama
merupakan Perusahaan Merek merupakan Perusahaan
Industri lainnya berupa: Industri berupa:
1)salinan akta pendirian 1) salinan akta pendirian
perusahaan dan perusahaan dan
perubahaannya milik pemberi Perubahaannya milik
Kerja Sama Merek; pemberi Kerja Sama Merek;
2)perizinan berusaha dengan 2) perizinan berusaha dengan
lingkup kegiatan usaha lingkup  kegiatan  usaha
Industri Minyak Goreng Sawit, Industri  Minyak  Goreng
dengan mnomor KBLI 10435 Sawit, dengan nomor KBLI
dan/atau 10437 milik pemberi 10435 dan/atau 10437
Kerja Sama Merek; milik pemberi Kerja
SamaMerek;

3)Sertifikat SNI milik pemberi
Kerja Sama Merek dengan
merek yang akan
dikerjasamakan tercantum
dalam Sertifikat SNI;

3)Sertifikat SNI milik pemberi
Kerja Sama Merek dengan
merek yang akan
Dikerjasamakan tercantum
dalam Sertifikat SNI;

4) perjanjian lisensi merek untuk

4) perjanjian lisensi merek
untuk




Produk Minyak Goreng Sawit
kelas

29 (dua puluh sembilan) dari
pemberi Kerja Sama Merek
kepada penerima Kerja Sama

produk Minyak Goreng
Sawit kelas 29 (dua puluh
sembilan) dari pemberi

Kerja Sama Merek kepada
penerima Kerja Sama Merek

Merek yang dicatatkan di yang dicatatkan di
Direktorat Jenderal Kekayaan Direktorat Jenderal
Intelektual Kementerian Kekayaan Intelektual
Hukum; Kementerian Hukum;
S)bukti pencatatan perjanjian S)buktipencatatanperjanjianlisen
lisensi si merek untuk produk

merekuntukprodukMinyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua
puluh sembilan) dari pemberi
Kerja Sama
MerekkepadapenerimaKerjaSa
ma Merek yang diterbitkan oleh

Minyak Goreng Sawit kelas
29 (dua puluh sembilan)
dari pemberi Kerja Sama
Merek kepada penerima
Kerja Sama Merek yang
diterbitkan oleh Direktorat

Direktorat Jenderal Kekayaan Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Intelektual Kementerian
Hukum; Hukum;

6)surat pernyataan bermeterai 6) surat pernyataan bermeterai
yang dicetak melalui SIINas yang dicetak melalui
dan ditandatangani oleh SlINasdan ditandatangani

pimpinan Perusahaan Industri
pemberi Kerja Sama Merek
yang menyatakan tidak akan
mengedarkan, memasarkan
dan/atau
memindahtangankan Minyak
Goreng Sawit sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI; dan

oleh pimpinan Perusahaan

Industri pemberi Kerja
Sama Merek yang
menyatakan tidak akan
mengedarkan,
memasarkan dan/atau
memindahtangankan
Minyak Goreng Sawit
sebelum memperoleh

Sertifikat SNI dan
SPPT SNI; dan




7)Sertifikat SNI milik Perusahaan
Industri penerima Kerja Sama
Merek yang masih berlaku;
atau.

7) Sertifikat SNI milik
Produsen di Luar Negeri
penerima Kerja Sama
Merek yang masih
berlaku; atau

apabila pemberi Kerja Sama Merek
merupakan Produsen diLuar
Negeri berupa:

apabila pemberi Kerja Sama
Merek merupakan Produsen
diLuar Negeri

lainnya berupa:

1) salinan akta pendirian
perusahaan dan
perubahannya milik pemberi
Kerja Sama Merek;

1)salinan akta pendirian
perusahaan dan
perubahannya milik

pemberi Kerja Sama Merek;

2)perizinan berusaha dengan
lingkup kegiayan usaha
industri Minyak Goreng Sawit
milik pemberi Kerja Sama
Merek atau surat keterangan
dari otoritas yang berwenang
dinegara setempat;

2) perizinan berusaha dengan
lingkup kegiatan usaha
industri Minyak Goreng
Sawit milik pemberi Kerja
Sama Merek atau surat
keterangan dari otoritas
yang berwenang di
Negara setempat;

3)Sertifikat SNI milik pemberi
Kerja Sama Merek yang masih
berlaku dengan merek yang
akan dikerjasamakan
tercantum dalam  Sertifikat
SNI;

3)Sertifikat SNI milik pemberi
Kerja Sama Merek yang
masih berlaku dengan
merek yang akan
dikerjasamakan tercantum
dalam Sertifikat SNI;




4) perjanjian lisensi merek untuk

produk Minyak Goreng Sawit
kelas 29 (dua puluh sembilan)
dari pemberi Kerja Sama Merek
kepada penerima Kerja Sama
Merek yang dicatatkan di
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian
Hukum;

4)perjanjian lisensi merek untuk

produk Minyak Goreng
Sawit kelas 29 (dua puluh
sembilan) dari pemberi

Kerja Sama Merek kepada
penerima Kerja Sama Merek

yang dicatatkan di
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum;

bukti pencatatan perjanjian
lisensi merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas 29
(dua puluh sembilan) dari
pemberi Kerja Sama
MerekkepadapenerimaKerjaSam
a Merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian
Hukum;

5) Dbukti pencatatan
perjanjian Lisensi merek
untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua
puluh sembilan) dari
pemberi Kerja Sama Merek
kepada penerima Kerja Sama
Merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;




6)surat

pernyataan bermeterai
yang dicetak melalui SIINas
dan ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan
Industri pemberi Kerja Sama
Merek yang menyatakan tidak
akan mengedarkan,
memasarkan dan/atau
memindah tangankan Minyak
Goreng Sawit sebelum
memperoleh  Sertifikat SNI
dan SPPT SNI;

6) surat pernyataan bermeterai
yang dicetak melalui
SIINas dan ditandatangani
oleh pimpinan Perusahaan

Industri pemberi Kerja
Sama Merek yang
menyatakan tidak akan
mengedarkan,
memasarkan dan/atau
memindah tangankan
Minyak Goreng Sawit
sebelum

memperoleh Sertifikat SNI
dan SPPT SNI;

7) Sertifikat SNI milik Perusahaan 7) Sertifikat SNI milik
Industri penerima Kerja Sama Produsen di Luar Negeri
Merek;dan penerima Kerja

Sama Merek; dan

8) dokumen legalitas Perwakilan 8) dokumen legalitas

Resmi yang berupa:

Perwakilan Resmi pemberi
Kerja Sama Merek yang
berupa:

a) salinan akta pendirian
perusahaan dan
perubahannya;

a) salinan akta pendirian
perusahaan dan
perubahannya;

b) perizinan berusaha;

b) perizinanberusaha;

c) bukti penunjukan sebagai
Perwakilan Resmi dalam
bentuk akta otentik yang
dibuat dihadapan
notarisdi

c) bukti penunjukan sebagai
Perwakilan Resmi dalam
bentuk akta otentik
yang dibuat dihadapan
notaris




wilayah  hokum Negara
Kesatuan Republik
Indonesia;

Diwilayah hukum
Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

d)perjanjian lisensi merek

untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua
puluh sembilan) dari
Produsen di Luar Negeri
sebagai pemilik merek
kepada Perwakilan Resmi

d) perjanjian lisensi merek
untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29
(dua puluh sembilan)
dari Produsen di Luar
Negeri sebagai pemilik
merek kepada

yang dicatatkan di Perwakilan Resmi yang
Direktorat Jenderal dicatatkan diDirektorat
Kekayaan Intelektual Jenderal Kekayaan
Kementerian Hukum; Intelektual
Kementerian Hukum;
e) bukti pencatatan perjanjian e) bukti pencatatan

lisensi merek untuk
produk Minyak Goreng
Sawit kelas 29 (dua puluh
sembilan) dari Produsen di
Luar Negeri sebagai pemilik
merek kepada Perwakilan
Resmi yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum; dan

perjanjian lisensi merek
untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29
(dua puluh sembilan)
dari Produsen di Luar
Negeri sebagai pemilik

merek kepada
Perwakilan Resmi yang
diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;

fijbukti menguasai gudang di

kota/kabupaten yang
sama atau
kota/kabupaten terdekat
dengan tempat
kedudukan Perwakilan
Resmi.

fijbuktimenguasaigudang di
kota/kabupaten yang

sama atau
kota/kabupaten
terdekat dengan
tempat

kedudukan Perwakilan
Resmi.




DalamhalpermohonanpenerbitanSertifi
kat SNI dilakukan oleh Perusahaan
Industri dalam  rangka  Maklun,
Perusahaan Industri penerima Maklun
juga harus mengunggah dokumen lain
yang diperlukan:

Dalam hal permohonan penerbitan
Sertifikat SNI dilakukan oleh
Produsendi Luar Negeri dalam
rangka Maklun, Produsen di Luar
Negeri melalui Perwakilan Resmi
sebagai penerima Maklun juga
harus mengunggah

Dokumen lain yang diperlukan:

a. apabila pemberi Maklun
merupakan Pelaku Usaha selain
Perusahaan Industri berupa:

a. apabila pemberi Maklun
merupakan Pelaku Usaha
selain Perusahaan Industri

berupa:
1)salinan akta pendirian 1) salinan akta pendirian
perusahaan dan perusahaan dan
perubahaannya milik pemberi Perubahaannya milik
Maklun; pemberi Maklun;
2) perizinan berusaha milik pemberi 2) perizinan berusaha milik
Maklun; Pemberi Maklun;

3)sertifikat merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas 29
(dua puluh sembilan) milik
pemberi Maklun yang
diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;

3)sertifikat merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas
29 (dua puluh sembilan)
milik pemberi Maklun yang
diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian
Hukum Republik Indonesia;

4)perjanjian lisensi merek untuk
produk Minyak Goreng Sawit
kelas 29 (dua puluh sembilan)
dari pemberi Maklun kepada

penerima Maklun yang
dicatatkan diDirektorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum;

4)perjanjian lisensi merek untuk
produk Minyak Goreng
Sawit kelas 29 (dua puluh
sembilan) dari pemberi
Maklun kepada penerima
Maklun yang dicatatkan di
Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;




S)bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek untuk produk Minyak
Goreng Sawit kelas 29 (dua
puluh sembilan) dari pemberi
Maklun kepada penerima
Maklun yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum;

S)buktipencatatanperjanjianlisen
si merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas
29 (dua puluh sembilan)

dari pemberi Maklun
kepada penerima Maklun
yangditerbitkan oleh
Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;

6)surat pernyataan bermeterai yang
dicetak melalui SIINas dan
ditandatangani oleh pimpinan
Perusahaan Industri pemberi
Maklun yang menyatakan
tidakakan mengedarkan,
memasarkan dan/atau
memindahtangankan Minyak
Goreng Sawit sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan
SPPT SNI; dan

6) surat pernyataan bermeterai
yang dicetak melalui
SlINasdan ditandatangani
oleh pimpinan Perusahaan
Industri pemberi Maklun
yang menyatakan tidak
akan mengedarkan,
memasarkan dan/atau
memindahtangankan
Minyak Goreng Sawit
sebelum memperoleh
Sertifikat SNI dan
SPPT SNI;dan

7)  Sertifikat SNI milik Perusahaan
Industri penerima Maklun yang
masih berlaku; atau

7) Sertifikat SNI milik Produsen
di Luar Negeri penerima
Maklun yang masih
berlaku; atau

b. apabila pemberi Maklun merupakan
pelaku usaha di luar negeri selain
Produsen di Luar Negeri berupa:

b.apabila pemberi Maklun

merupakan pelaku usaha di
luar selain Produsen diLuar
Negeri berupa:




1) salinan akta pendirian 1) salinan akta pendirian
perusahaan Dan perubahannya perusahaan dan
milik  pemberi Maklun; perubahannya milik
pemberi Maklun;
2) perizinan berusaha milik pemberi 2) perizinan berusaha milik
Maklun atau surat keterangan pemberi Maklun atau

dari otoritas yang berwenang
dinegara setempat;

surat keterangan dari
otoritas yang berwenang
dinegara setempat;

3)sertifikat

merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas 29

3)sertifikat merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas

(dua puluh sembilan) milik 29 (dua puluh sembilan)
pemberi Maklun yang milik pemberi Maklun yang
diterbitkan oleh Direktorat diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Jenderal Kekayaan
Kementerian Hukum; Intelektual Kementerian
Hukum;
4)perjanjian lisensi merek untuk 4)perjanjian lisensi merek untuk
produk Minyak Goreng Sawit produk Minyak Goreng
kelas 29 (dua puluh sembilan) Sawit kelas 29 (dua puluh
daripemberi Maklun kepada sembilan) dari pemberi
penerima Maklun yang Maklun kepada penerima
dicatatkan di Direktorat Maklun
Jenderal Kekayaan Intelektual yangdicatatkan
Kementerian Hukum:; di
DirektoratdJenderalKekayaan
Intelektual

KementerianHukum;




S)bukti pencatatan perjanjian lisensi

merekuntukprodukMinyakGoren
g Sawit kelas 29 (dua puluh
sembilan) dari pemberi Maklun
kepada penerima Maklun yang
diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;

S)buktipencatatanperjanjianlisen
si merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas
29 (dua puluh sembilan)dari

pemberi Maklun kepada

penerima Maklun
yangditerbitkan

oleh Direktorat

JenderalKekayaanIntelektua
1
KementerianHukum;

6)surat pernyataan bermeterai yang

dicetak melalui SlINas dan
ditandatangani oleh pimpinan
Perusahaan Industri pemberi

6) surat pernyataan bermeterai
yang dicetak melalui
SlINasdan ditandatangani
oleh pimpinan Perusahaan

Maklunyangmenyatakantidak Industri pemberi
akanmengedarkan,memasarkan Maklun
yang
menyatakantidak akan
dan/atau mengedarkan,
memindahtangan memasarkan dan/atau

kan Minyak Goreng Sawit
sebelum
memperolehSertifikatSNIdanSP
PT SNI;

memindahtangankan
MinyakGorengSawitsebelu
m

memperoleh Sertifikat SNI
dan SPPT SNI;

7)Sertifikat SNI milik Perusahaan

Industri penerima Maklun yang
masih berlaku; dan

7)SertifikatSNImilikProdusendi

Luar Negeri penerima
Maklunyangmasihberlaku;
dan

dokumen legalitas
Perwakilan
PerusahaanpemberiMaklunyang

berupa:

8) dokumenlegalitasPerwakilan
Perusahaan pemberi
Maklun yang
berupa:




a) salinan akta a) salinan akta pendirian
pendirianperusa perusahaan
haan da
dan n perubahannya;
perubahannya;

b) perizinanberusaha;

b) perizinanberusaha;dan

c) bukti penunjukan sebagai c)bukti penunjukan
Perwakilan Perusahaan sebagai Perwakilan
dalam bentuk akta otentik Perusahaan dalam
yangdibuat dihadapan bentuk akta otentik
notaris di wilayah yang dibuat dihadapan

hukum notaris di wilayah
NegaraKesatuan hukum
Republik Indonesia; NegaraKesatuanRepubl
ik
Indonesia;

d)perjanjian lisensi merek untuk d) perjanjian lisensi
produk Minyak Goreng merekuntuk produk
Sawit kelas 29 (dua puluh Minyak

sembilan)
daripelakuusahadiluarnegeri
sebagai pemilik merek
kepada Perwakilan
Perusahaan
yangdicatatkandiDirektorat
Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian

Hukum; dan

GorengSawitkelas29(du
a puluh sembilan) dari
pelakuusahadiluarneger

i sebagai pemilik
merekkepadaPerwakilan
Perusahaan

yan

g
dicatatkandiDirektorat

Jenderal

Kekayaan
Intelektual

Kementeria
n




Hukum;dan

e)buktipencatatanperjanjianlisen
si merek untuk produk
Minyak Goreng Sawit kelas
29 (dua puluh sembilan)
daripelaku wusaha di luar
negeri sebagai pemilik merek
kepada Perwakilan
Perusahaan yang diterbitkan
oleh  Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum.

e)bukti

pencatata
n  perjanjian  lisensi
merek untuk produk
Minyak
GorengSawitkelas29(du
a puluh sembilan) dari
pelakuusahadiluarneger
i sebagai pemilik merek

kepada Perwakilan
Perusahaan

yangditer
bitkan oleh Direktorat
Jenderal

Kekayaan
IntelektualKementerian
Hukum.

b.

KepalaBadanmelakukanverifikasiataskebenaranisianformulirdankelengk

apan

dokumenyangdiunggaholehPerusahaan IndustriatauPerwakilan Resmi.

c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian,
Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau

Perwakilan Resmi untuk

melakukanklarifikasidan /ataumelengkapidokumen.

d. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan
klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari

kerja terhitung sejak tanggal
permintaandariKepalaBadan.




DalamhalPerusahaanIndustriatauPerwakilanResmitidakmenyampaikan
klarifikasidan/atautidakmelengkapidokumensampaidenganbataswaktu
yang
ditentukan,pengajuan permohonanpenerbitan Sertifikat SNIdinyatakan
batal.

f. Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan
penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala
Badan melalui SIINas
meneruskankepadaLSPro.

g.

DalamhalLSPromembutuhkandokumentambahanterkaitpenilaiankesesu
aian,

PerusahaanlndustriatauPerwakilanResmiharusmelengkapidan

menyampaikannyakepadaLSPro.




Catatan:

a.

Merekmiliksendiridibuktikandengan:
1. pemilik sertifikat merek sama dengan nama pemohon Sertifikat
SNI (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri);
2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian
perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar
Negeri);

3. pemiliksertifikatmerekdanperusahaanpemohonpenerbitanSertifikatS
NI merupakan bagian dari perusahaan multinasional;

4. merekyangdiperolehdaripengalihandaripemilikaslikepadapemilikyang
baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); atau

5. merekyangdiperolehmelaluipersetujuanpenggunaanuntukmerekkolekt
if

DalamhalPerwakilanResmimerupakanpemilikmerekdanindukdariProdusen

di Luar Negeri, maka Perwakilan Resmi dapat mengunggah bukti

pencatatanperjanjianlisensimerekdariPerwakilanResmikepadaProdusendilL

uarNegeri
yangditerbitkanolehDirektoratJenderalKekayaanIntelektualKementerianHu
kum.

Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan

Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan

Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada

saat pelaksanaan Surveilen kedua. mengunggah bukti pendaftaran

merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki
sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

UntukPerwakilanResmi,dokumensalinanaktapendirianProdusendilLuar

Negeri dan perubahannya, perizinan berusaha dengan ruang lingkup

kegiatan usaha Industri Minyak Goreng Sawit atau surat keterangan

dari otoritas yang berwenang di negara setempat, harus diunggah
sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:

1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di
bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler
Indonesia di negara setempat; dan

2) 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang
diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

e.UntukPerwakilanResmi,dokumendiagramalirprosesproduksi,informasiprod

uk




Minyak Goreng Sawit yang mencakup merek, daftar fasilitas produksi,

daftar peralatan uji, daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan

baku sampai dengan produk akhir, daftar informasi terdokumentasi

sesuai [SO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan,

struktur organisasi, dan proses bisnis diterjemahkan dalam Bahasa

Indonesia.

Dokumen pendukung lain berupa perizinan berusaha sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 5) huruf c), dengan lingkup kegiatan

usaha Industri Minyak Goreng Sawit dengan nomor KBLI 10437 dalam

hal Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang.

Dokumen pendukung lain berupa daftar peralatan uji sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 5) huruf i), dikecualikan dalam hal

Perusahaan Industri merupakan pengemas ulang.

Sertifikat sistem manajemen mutu dan/atau sistem manajemen

keamanan pangan harus diterbitkan oleh:

1) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau keamanan
pangan yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau

2) lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu dan keamanan pangan
yang telah diakreditasi oleh badan lembaga  akreditasi
penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama
akreditasi internasional

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun dan pemberi Kerja

Sama Merek

merupakanProdusendiLuarNegeriataupemberiMaklunmerupakanpelaku

usaha di luar negeri maka:

1) salinanaktapendirianperusahaandanperubahannyamilikpemberiKerj
aSama Merek/Maklun; dan

2) perizinanberusahamilikpemberiKerjaSamaMerek/Maklunatausuratk
eterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat,

harusdiunggahsebanyak?2(dua)salinandenganketentuan:

1) 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di
bidang perindustrian, bidang ekonomi atau perwakilan konsuler
Indonesia di negara setempat; dan




2)

1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa
diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Indonesia yang




SistemManajemenMutuyang
diterapkan

a. SistemManajemen Mutu(SMM)ISO 9001:2015ataurevisinya; dan/atau
b. Sistemmanajemenkeamananpanganataurevisinya.

DurasiAudit

Jumlahminimaldurasiaudit:

Jumlahminimaldurasiaudit:

a. Auditkecukupan,l(satu)mandays a. Auditkecukupan,l(satu)mandays
(oranghari). (oranghari).
b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi | b. Audit kesesuaian untuk
awal (baru) atau resertifikasi 4 sertifikasi
(empat) mandays(orang hari), awal(baru)atauresertifikasi6(ena
tidak termasuk waktu m) mandays(orang hari), tidak
pengambilan contoh. termasuk waktu pengambilan
c. Audit kesesuaian untuk sertifikasi contoh.
awal (baru) atau resertifikasi 2
(dua) mandays(orang hari)
terhadap  Perusahaan  Industri
merupakan pengemas ulang, tidak
termasuk  waktu  pengambilan
contoh.
Catatan:

Durasiaudittersebutdiatastidaktermasukwaktuperjalanandankarantina.
Jikaauditormerangkapsebagaipetugaspengambilcontoh(PPC),maka
pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.

Pelaksanan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan

secara berturut-turut. Dalam

pengambilan

setiap pelaksanaan audit

dan/atau
contoh,

auditordanPPCharuskembaliketempatkedudukanLSProyangmenugaskan
sebelummelakukanauditdan /ataupengambilancontohberikutnya.




Personil Awuditor,
Petugas
Pengambil Contoh

Memilikikompetensiyangsesuai/sejenis;
MerupakanWargaNegaralndonesiayangberdomisilidilndonesia;
Lancarberbahasalndonesia;
Memahamiketentuanperaturanperundang-undangan;
TelahdiregistrasiolehMenterimelaluiSIINas;dan

Terdaftardil (satu)LSPro(beradadalam1(satu)kementerian/lembaga)serta

m0 a0 oP

mendapatkanpenugasandariLSProdimaksud.

Laboratorium Uji
digunakan.

yang

Laboratoriumujiyangdigunakan:
a. LaboratoriumUjididalamnegeri;atau
b. LaboratoriumUjidiluar negeri.

LaboratoriumUjididalamnegeriharusmemenuhipersyaratan:

a. telahdiakreditasiolehKANsesuaidenganlingkupSNIMinyakGorengSawit;da
n

b. ditunjukolehMent

eri catatan:

Bahwa yang dimaksud dengan “telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan

lingkup SNI Minyak Goreng Sawit” adalah telah terakreditasi untuk

sebagian atau seluruhparameter pengujian yang tercantum dalam SNI

Minyak Goreng Sawit.

LaboratoriumUjidiluar negeri harusmemenuhi persyaratan:

a. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan
akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja
sama akreditasi internasional;

b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral
atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik
Indonesia; dan

c. ditunjukolehMenteri.




PetugasPengujidariLaboratoriumUjididalamnegerimerupakan:

1)

petugasyangmemilikikompetensipadabidangnya;

2) merupakanWargaNegaralndonesiayangberdomisilidilndonesia;
3) lancarberbahasalndonesia;
4) memahamiperaturanperundang-undangan;
5) terdaftardiLaboratoriumUjiyangmemberikanpenugasan.
Tahapll:Determinasi
1. | Audit I (Audit| a. Dilakukanjikadokumenpadatahapseleksitelahlengkap,benardansesuai
Taha persyaratan;
p Kecukupan) b. Dilakukanolehtimatauperwakilantimyangakanmelaksanakanaudittahapll
(auditkesesuaian);
C.

Melakukantinjauandokumenadministrasidandokumentambahanterkaits
istem

manajemen mutuatau sistem manajemen keamanan pangan yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu:

1) pedomanmutu;

2) rencanamutu;

3) diagramalirprosesproduksi;

4) laporanauditinternalyangterakhir;

S5) laporanrapattinjauanmanajemenyangterakhir;

6) strukturorganisasi;

7) petalokasi;

8) daftarperalatanutamaproduksi;

9) daftarperalatanuji;

10)daftarinformasiterdokumentasi;

11)prosesbisnis;dan

12)daftarpengendalianmutuprodukdarimulaibahanbakusampaiproduk
akhir,

yangdisediakanolehpemohonuntukmenentukankesiapanpenilaiankesesu
aian
dilapangan.




d. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar
informasi
terdokumentasiyangdisampaikanolehpemohon;

e.

Memastikanpemenuhanpersyaratanfasilitasprosesproduksidan/ataume
liputi peralatan produksi minimal dan quality control yang dimiliki.
Audit Tahap II a.
(Audit Kesesuaian) Audittahapll(auditkesesuaian)dilakukanjikatelahmemenuhipersyaratana
udit
tahapl;

b. Ketua tim harus memastikan rencana audit (audit plan) dan rencana
pengambilan
contoh(samplingplan)yangdisiapkanolehPPCsesuaidenganSNI7709:2019
yangdiajukan;

c. Palingsedikitl(satu)orangdaritimauditormemilikikompetensiprodukMinyak
GorengSawit;

d.

Audituntukprosesproduksidanpengendalianmutuharusdilakukanolehaud
itor

yangmemilikikompetensiprodukMinyakGorengSawit.

LingkupYangDiaudit

a.Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit sistem

manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan dilakukan
pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi;

Auditdilakukanpadasaatprosesproduksisedangberjalandanbisadiwakiliole

salahsatukelompokjenismediapengisisesuaiprodukyangdiajukansertifikas

1
SNI.




Prosesproduksi
Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di

lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk

memverifikasi:

1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan untuk
memverifikasi;

2) Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan
mengujiproduk sebelum dan setelah produksi;

3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik
untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin
kesesuaian persyaratan produk;

4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam
dokumen Skema Sertifikasi SNI untuk Minyak Goreng Sawit ini.

5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan
produk yang tidak sesuai;

Timauditmelakukanverifikasifasilitaskemampuanproduksi(termasukkapa

sitas

produksi per jenis produk) untuk memastikan kemampuan Perusahaan

Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang

dimohonkan.

Titik Kritis Yang
Perlu Diperhatikan

Pada Saat Audit

UntukPerusahanIndustridanProdusendiLuarNegeri
a. Pemeriksaanbarangmasuk
1) Bahanbaku
2) Fortifikan
3) penyimpanan
b. ProsesProduksi
1) Fraksinasi
c. Pemeriksaanprodukakhir
1) Pengemasandanpelabelan

2.

UntukPerusahaanIndustrimerupakanpengemasulang




a. Pemeriksaanbarangmasuk
1) Bahanbaku
2) Penyimpanan
b. ProsesProduksi
1) filtrasi
c. Pemeriksaanprodukakhir
1) Pengemasandanpelabelan

3. Inspeksidalamprosesproduksi(inprocessQC);

4. Inspeksibarangkeluar(outgoingQC);

5. Penandaan.

PeralatanLabQCMinimal

PeralatanujivitaminA.

catatan : peralatanuji vitamin A dikecualikanbagi PerusahaanIndustri yang
merupakanpengemasulang.

KategoriKetidaksesuaian

a. Mayorapabila:

l)ketidaksesuaianterkaitlangsungdenganmutuproduksehingga
mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang
dimohonkan,
diberikanwaktuperbaikansesuaikesepakatanantaraLSProdengan
Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 6
(enam)bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau

2) ketidaksesuaian terkait dengansistem manajemen mutu
atau  sistem
manajemen keamanan pangan, diberikan waktu perbaikan
maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab
ketidaksesuaian.

b.Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem
manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka
Perusahaan Industri atau
ProdusendiLuarNegerimenyampaikantindakanperbaikandandiberiwaktu
palinglama?2(dua)bulandisertaianalisapenyebabketidaksesuaian.

PengambilanContoh

a.

PetugaspengambilcontohmembuatRencanaPengambilanContohyangdiset
ujui

olehKetuaTimAuditor.

b. Contohdiambilsecaraacakdialiranproduksidan/ataudigudangproduksi.




ContohujidilengkapidenganBeritaAcaraPengambilanContoh(BAPC)danL
abel Contoh.

d. PengambilancontohdilakukansesuaiSNI19-0428-1998ataurevisinya;

e. Pengambilancontohdikelompokanberdasarkanjeniskemasan,yaitu:
1. Logam(kaleng);dan/atau
2. Nonlogam(plastik,jerigen,kaca,danlainnya).

f. Jikamerekmewakilimutu(kualitasnyaberbedauntuksetiapmerek),maka
pengambilancontohdilakukanuntuksetiapmerek.

g.

Jikamerektidakmewakilimutu(kualitasnyasamauntukseluruhmerek,ma
ka

contohyangdiambildalam 1 (satu)siklussertifikasisebanyak1(satu)contohu
ji

mewakiliseluruhmerekdankemasanyangdiajukansertifikasinya.

h.Pengambilan contoh terdiri dari 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket

contoh untuk pengujian, 1 (satu) paket contoh untuk arsip Laboratorium
Uji dan 1
(satu)paketcontohuntukarsipPerusahaanlndustriatauProdusendiLuarNegeri
untuk

setiap merek.

i.Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil

contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas
pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta

dicap produsen, contoh dikemas dan diberi
label.

Contohuji dikirimkan kelaboratorium uji oleh produsen.

CaraPengujian

pengujiandilakukandenganmengacupadaSNI7709:2019;

o\

pengujian vitamin A, penyiapan larutan
standarvitamin A, ekstraksi dan
penyabunan,danpenghitungankadarkarotendilakukandenganmengacuhu




ruf G; dan

c. pengujianwarnadilakukandenganmengacuhurufG

Keterangan:
PengujianbilanganperoksidadanvitaminA (total)dilakukanterhadapcontohyang
diambil di pabrik.

O.

LaporanHasilUji

MencantumkanhasilujidansyaratmutusesuaidenganketentuanSNI7709:2019
yangdimohonkan

Tahaplll.TinjauandanKeputusan

1.

Tinjauan Terhadap
Laporan Audit
dan Laporan Hasil Uji

a. Pengkaji(Reviewer) yangmelakukan tinjauan terhadapLaporan Audit dan
Laporan
HasilUjimemilikikompetensiterkaitMinyakGorengSawit;

b. Pengkaji(Reviewer)melakukantinjauanlaporanauditdanlaporanhasiluji;

c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan
rekomendasi
keputusanSertifikatSNIMinyakGorengSawit;

d. Ketentuanuntukhasiluyji:

1. JikahasilujiterhadapcontohyangdikirimkeLaboratoriumUjidan/atau
arsip tidakmemenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan
pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang pada
seluruh parameter.

2. Pengambilancontohulangdilakukanpalingbanyak]l (satu)kali.

3.Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri
menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau

Produsen di Luar
Negeritidakmenindaklajutipemberitahuantersebutmakaprodukyang
diajukan

dalamsertifikasi dinyatakangagal.

JikapengujianulangdinyatakantidakmemenuhipersyaratanSNI,ma




ka
prosessertifikasidinyatakangagal.

Catatan :

1)

2)

3)

jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan
evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan
ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar
Negeri;

berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan
contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri
melakukan tindakan perbaikan.

segala interaksiantara Laboratorium Uji danPerusahaan Industriatau
Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus
melalui LSPro.

KeputusanSertifikasi

DilakukansesuaiprosedurLSPro,dengankeputusan:

a. Penerbitan;atau
b. Penolakanpenerbitan.
PenerbitanSertifikatSNI a. SebelumLSPromenerbitkanSertifikatSNI,LSProwajibmenyampaikanhasil
penilaiankesesuaiankepadaKepalaBadanmelaluiSIINas.
b. Hasilpenilaiankesesuaiansebagaimanadimaksudpadahurufapalingsediki
tmemuat:
1) tanggalpelaksanaanauditkecukupan;
2) skemaSertifikasidantanggalauditkesesuaian;
3) namaauditor;
4) namapetugaspengambilcontoh;
5) hasilpelaksanaanauditkecukupandanauditkesesuaian;
6) merek;
7) LaboratoriumUjiyangdigunakan;
8) konsep SertifikatSNIyang akanditerbitkan beserta lampirannya;dan
9) laporanhasilujiyangmeliputi:
a) nomordanjudulSNI;
b) tanggalpenerimaansampeluji;
c) tanggalpelaksanaanpengujian;
d) nomor,tanggal,danlaporanhasiluji;dan
e) hasiluyji.
c. KepalaBadanmelakukanevaluasiterhadaphasilpenilaiankesesuaianyang

disampaikanoleh LSPro.




EvaluasidilakukanpalinglamaS5(lima)harikerjaterhitungsejakhasilpenilaia

n
kesesuaiandisampaikanolehLSProsecaralengkap.
e.
Dalammelakukanevaluasi,KepalaBadanmenugaskanunitkerjayangmemil
iki
tugas dan fungsi perumusan,penerapan,dan pemberlakuan
standardisasi industri.
f.
Dalamhalberdasarkanhasilevaluasiditemukanadanyaketidakesuaian,Kep
ala
BadanmemintaLSPrountukmemberikanklarifikasi
g. PermintaanKepalaBadandisampaikansecaraelektronikmelaluiSIINas.
h.
LSProharusmemberikanklarifikasipalinglamaS(lima)harikerjaterhitungsej
ak

tanggalpermintaanklarifikasi.

DalamhalLSPro:

1) tidakmemberikanklarifikasisampaidenganbataswaktuyangditentuka
n; atau

2) telahmemberikanklarifikasinamuntetaptidakdapatmemenuhiketentu
an

penilaiankesesuaianyangdipersyaratkansesuaidenganketentuandala
m Peraturan Menteri ini,
Kepala Badan tidak memberikanvalidasi terhadap pelaksanaan
penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI
dinyatakan gagal.




Dalamhal:

1) berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian
kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini;atau

2) LSProtelahmelakukanperbaikanatasketidaksesuaian,

Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian

kesesuaian oleh LSPro.

Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda
elektronik.

Tandaelektronikmemuattautanelektronikkeinformasisertifikatyangterdapat
dalamSIINas.

TandaelektronikdisampaikankepadaLSPRosecaraelektronikmelaluiSIINas

Berdasarkanhasilpenilaiankesesuaiandanhasilevaluasi,LSPromenerbitka
n
SertifikatSNI,palinglama5(lima)harikerjasetelah
mendapatkantand
a elektronik.

SertifikatSNIharusdibubuhitandaelektronik

LSPro membubuhkantanda elektronik padaSertifikatSNI.

SertifikatSNIpalingsedikitmencantumkaninformasi:

UntukPerusahaanIndustri UntukProdusendiluarnegeri
1) nama dan alamat 1) namadanalamatProdusendiLuar
Perusahaan Industri; Negeri;
2) alamatpabrik; 2) alamatpabrik;
3) merek; 3) namadanalamatPerwakilanResmi
4) nomorSNIdanjudul; ;
5) tanggal 4) alamatgudangPerwakilanResmi;
terbitSertifikatSNI;dan 5) merek;
6) masaberlakuSertifikatSNI. 6) nomorSNIdanjudul;
7)  tanggal terbitSertifikatSNI;dan
8) masaberlakuSertifikatSNI




DalamhalterdapatKerjaSamaMerek,selaininformasisebagaimanadimaksu

d pada huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:

1) namadanalamatPerusahaanIndustripemberiKerjaSamaMerek;atau

2) namadanalamatPerwakilanResmidariProdusendiLuarNegeripemberi
Kerja Sama Merek.

DalamhalterdapatMaklun,selaininformasisebagaimanadimaksudpadapa

da huruf p, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:

1) namadanalamatPelakuUsahapemberiMaklun;atau

2) namadanalamatPerwakilanPerusahaandaripelakuusahadiluarnegeri
pemberi Maklun.

t. DalamSertifikatSNIsebagaimanadimaksudpadahurufodapatdicantumkan
lebihdaril (satu)merek.
u.
SertifikatSNIberlakuuntukjangkawaktu5(lima)tahunterhitungsejaktangga
1
penerbitanSertifikatSNI.
v. DalamhalterdapatKerjaSamaMerekatauMaklun,SertifikatSNIditerbitkan
untuksetiap1(satu)pemberi KerjaSamaMerekataupemberiMaklun.
w. ProdusendiLuarNegerihanyadapatmenunjukl(satu)PerwakilanResmi;
x. PerwakilanResmihanyadapatmewakilil(satu)Produsendiluarnegeri;
TahaplV.Lisensi
1. | PenerbitanSurat a. MinyakGorengSawityangtelahmemenuhiketentuanSNIdantelahmemiliki
Persetuju SertifikatSNIharusdibubuhitandaSNIdantandaelektroniksetelahmemper
an Penggunaan Tanda oleh
(SPPT) SNI persetujuanpenggunaanTandaSNIdariKepalaBadan.
b. PersetujuanpenggunaanTandaSNIdiberikandalambentukSPPTSNI.
C.

PengajuanpermohonanpenerbitanSPPTSNIdisampaikankepadaKepalaBa
dan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau
Perwakilan Resmi;




DalamhalterdapatKerjaSamaMerekatauMaklun,pengajuanpermohonan
penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara
elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh:

1) PerusahaanlndustripemberiKerjaSamaMerek;

2) PerwakilanResmidariProdusendiLuarNegeripemberiKerjaSamaMerek;

3) PelakuUsahapemberiMaklun;atau

4) PerwakilanPerusahaandaripelakuusahadiluarnegeripemberiMaklun

Dalam mengajukan permohonan penerbitan Surat Persetujuan
Penggunaan Tanda SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi
harus:

1) menginputdatadenganmengisiformulirisianpadalamanSIINas;dan
2) mengunggahdokumenpendukungyangdiperlukan:

a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi,
tingkat wutilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi
tahun sebelumnya;atau

b) untukProdusendilLuarNegeriberupabuktikapasitasproduksi,
rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.

DalamhalterdapatKerjaSamaMerekatauMaklunpengajuanpermohonanpe
nerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus:
1) menginputdatadenganmengisiformulirisianpadalamanSIINas;dan
2) mengunggahdokumenpendukungyangdiperlukanberupa:
a) buktijumlahprodukyangakandiproduksidalamKerjaSamaMerek
atau Maklun; dan
b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah
diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal
penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan
Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahuanan importasi
terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun
merupakan Produsen di Luar Negeri.

Dokumenrealisasiproduksitahunsebelumnyaataurealisasitahunanimport
asi




terakhirdikecualikanbagiPerusahaanIndustriatauPerwakilanResmiyangb
aru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

KepalaBadanmelakukanevaluasiataspermohonanpenerbitanSPPT SNI.

[
.

DalammelakukanevaluasiKepalaBadanmembentuktim.

Timpalingsedikitterdiriatasunsur:

1) Badan;dan

2) direktoratjenderaldilingkunganKementerianPerindustrianyangmem
punyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Minyak
Goreng Sawit.

Dalammelaksanakanevaluasi,timmelakukan:
1) pemeriksaan ataskebenaran
isianformulirdengandokumenpendukung; dan

2) penilaiankelayakanpenggunaanTandaSNIyangdiajukan.

Dalamhalditemukan:

1) ketidaksesuaianantaraisianformulirdengandandokumenpendukung;
dan/atau

2) ketidaklayakanantarapermintaanjumlahbarangpenggunaanTandaS
NI yang diajukan dengan dan dokumen pendukung,

timmeminta pemohon SPPTSNIuntukmemberikanklarifikasi.

PemohonSPPTSNIharusmemberikanklarifikasidalamjangkawaktupalingla

3(tiga)harikerjaterhitungsejakdisampaikannyapermintaanklarifikasi.

TimmenyampaikanlaporanhasilevaluasikepadaKepalaBadanpalinglama5
(lima)harikerjaterhitungsejakditerimanyapermohonanpenerbitanSPPTSNI.

DalamhalberdasarkanlaporanhasilevaluasidinyatakanpemohonSPPTSNI:

1) tidakmemberikanklarifikasisampaidenganbataswaktuyangditentuka
n; atau

2) tidakmelakukanperbaikanatasketidaksesuaiandan/atauketidaklaya
kan permohonan penerbitan SPPT SNI,

KepalaBadanmenolakpermohonanpenerbitanSPPTSNI.




PenolakanpermohonanpersetujuanpenggunaanTandaSNIdisampaikanm
elalui SIINas.

q- Dalamhalberdasarkanlaporanhasilevaluasi:
1) permohonanpenerbitanSPPTSNIdinyatakantelahsesuai,lengkap,dan
benar; atau
2) Pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,
KepalaBadanmenerbitkanSPPTSNIpalinglamaS5(lima)harikerjaterhitung
sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.

r. PenerbitanSPPTSNI disertaidengantanda elektronik.

s. Tandaelektronikmemuattautanelektronikyangberisi:
1) informasiSertifikatSNI;
2) informasiproduk;dan
3) jangkawaktusesuaidenganSPPTSNIyangtelahditetapkan.

t. SPPTSNIdantandaelektronikdisampaikanmelaluiSIINas.

TahapV.Surveilen

1.

Tinjauan

n Sertifikasi

Persyarata

a. LSProharusmemastikanbahwa:

1) Persyaratansertifikasimasihberlaku;dan

2) Sistempengelolaanmutuprodukselalumemenuhipersyaratan.

b.

KegiatanSurveilendanpengambilancontohdilakukan1(satu)kalidalam1(sat
u)

tahun.

c.BagiPerusahaanIndustriatauProdusendiLuarNegeriyangtelahmemiliki
sertifikat ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan
yang
diterbitkanolehlembagasertifikasisistemmanajemenyangterakreditasiolehKA
N,
lingkuppelaksanaanauditdilakukanpadaelemenkritis




Catatan:

Bagi Perusahaan Industri yang menggunakan bukti pendaftaran merek
sebagai pengganti sertifikat merek pada saat sertifikasi awal dan Surveilen
satu, harus telah memiliki sertifikat merek pada Surveilen kedua.

DurasiAuditKesesuaianDan
Pengambilan Contoh

Jumlah minimal durasi audit | Jumlah minimal durasi audit

kesesuaian untuk Surveilan 2 | kesesuaian untuk Surveilan 4

(dua)mandays(orang hari), tidak | (empat) mandays (orang hari), tidak

termasuk waktu pengambilan contoh. |termasuk waktu pengambilan
contoh.

Catatan:

Durasiaudittersebutdiatastidaktermasukwaktuperjalanandankarantina.
Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), maka
pelaksanaan pengambilan contoh harus di luar waktu audit.
Pelaksanan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan
secara berturut-turut. Dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau
pengambilan contoh,
auditordanPPCharuskembaliketempatkedudukanLSProyangmenugaska
n

sebelummelakukanauditdan /ataupengambilancontohberikutnya.

Audit  Tahap II a. Audit tahap II (audit kesesuaian)dilakukan jika hasil temuan pada audit
(Audit Kesesuaian) sebelumnyatelahditutup/terselesaikan;

b.
Auditorharusmemastikanrencanaaudit(auditplan)danrencanapengambila

n
contoh(samplingplan)yangdisiapkanolehpetugaspengambilcontohsesuai
denganSNI7709:2019yangdiajukan;

c. Palingsedikitl(satu)orangdaritimauditormemilikikompetensiprodukMinyak
GorengSawit;

d. AudituntukprosesproduksidanQualityControl(QC)/ QualityAssurance(QA)

harusdilakukanolehauditoryangmemilikikompetensiprodukMinyakGoren
g Sawit.




e.Auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis, merupakan
Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, lancar berbahasa
Indonesia, memahami peraturanperundangundanganterkaitdantelahdi-
registerolehMenterimelaui
SIINas.

LingkupYangDiaudit a. Audit sistem manajemenmutu atau sistem manajemenkeamanan
pangandilakukan pada elemen kritis sistem fungsi organisasi;

b.BagiPerusahaanIndustriyangtelahmemilikisertifikatsistemmanajemenmut
u ISO 9001:2015 dan/atau sistem manajemen keamanan pangan yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi sistem manajemen, lingkup
pelaksanaan audit dilakukan pada elemen kritis.

c. Prosesproduksi:

Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di

lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk

memverifikasi:

1) Fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan
untukmemverifikasi;

2) Kemampuandankompetensiuntukmemantau,mengukurdanmenguji
produk sebelum dan setelah produksi;

3) Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik
untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin
kesesuaian persyaratan produk;

4) Pengendalian proses produksi sesuai dengan Huruf F dalam
dokumen Skema Sertifikasi SNI Minyak Goreng Sawit ini.

5) Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan
produk yangtidak sesuai;

d. Tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk
kapasitas
produksiperjenisproduk)juntukmemastikankemampuanPerusahaanIndus
tri
danProdusendiLuarNegerimenghasilkanprodukyang dimohonkan.

Titik Kritis yang 1. UntukPerusahanIndustridanProdusendiLuarNegeri




Perlu Diperhatikan
Pada Saat Audit

b.

C.

Pemeriksaanbarangasuk
1) Bahanbaku

2) Fortifikan

3) penyimpanan

ProsesProduksi
1) Fraksinasi;

Pemeriksaanprodukakhir
1) Pengemasandanpelabelan

2. UntukPerusahaanlndustrimerupakanpengemasulang
a. Pemeriksaanbarangmasuk
1) Bahanbaku
2) Penyimpanan
b. ProsesProduksi
1) filtrasi
c. Pemeriksaanprodukakhir
1) Pengemasandanpelabelan
3. Inspeksidalamprosesproduksi(inprocessQC);
4. Inspeksibarangkeluar(outgoingQC);
5. Penandaan.
KategoriKetidaksesuaian a. Mayorapabila:

1l)ketidaksesuaianterkaitlangsungdenganmutuproduksehinggamengakiba
tkan ketidaksesuaian terhadap SNI 7709:2019 yang dimohonkan,
diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan
PerusahaanIndustriatauProdusendiLuarNegeripalinglama6(enam)bul

an,
berdasarkanalasanyangdapatditerima;dan/atau

ketidaksesuaian terkait dengan sistem
atau

sistemmanajemenkeamananpangan,diberikanwaktup

erbaikanmaksimall (satu)

bulan disertaidengan analisapenyebab ketidaksesuaian.

manajemen mutu




b.Minor apabila terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan sistem
manajemen mutu atau sistem manajemen keamanan pangan, maka
Perusahaan Industri atau
ProdusendiLuarNegerimenyampaikantindakanperbaikandandiberiwaktu
palinglama?2(dua)bulandisertaianalisapenyebabketidaksesuaian.

PengambilanContoh

a.
PetugaspengambilcontohmembuatRencanaPengambilanContohyangdiset
ujui
olehKetuaTimAuditor.

b. Contohdiambilsecaraacakdialiranproduksidan/ataudigudang.

Contohujidilengkapidenganberitaacarapengambilancontoh(BAPC)danlabe

contoh.

d. PengambilancontohdilakukansesuaiSNI19-0428-1998ataurevisinya;

e. Pengambilancontohdikelompokanberdasarkanjeniskemasan,yaitu:
1. Logam(kaleng);dan/atau
2. Nonlogam/(plastik,jerigen,kaca,danlainnya.

f. Jikamerekmewakilimutu(kualitasnyaberbedauntuksetiapmerek,maka
pengambilancontohdilakukanuntuksetiapmerek.

g. Jikamerektidakmewakilimutu(kualitasnyasamauntukseluruhmerek,maka
contohyangdiambildalam1(satu)siklussertifikasisebanyak1(satu)contohuji
mewakili seluruh merek dan kemasan yang diajukan sertifikasinya.

h.Contoh uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil
contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas
pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta
dicap produsen, contoh dikemas dan diberi
label.

i. Contohuji dikirimkan kelaboratorium uji oleh produsen.

CaraPengujian

pengujiandilakukandenganmengacupadaSNI7709:2019;

oe

pengujian vitamin A, penyiapan larutan standar vitamin A, ekstraksi
danpenyabunan,danpenghitungankadarkarotendilakukandeng
anmengacuhuruf




G;dan

c. pengujianwarnadilakukandenganmengacuhurufG.

Keterangan:
PengujianbilanganperoksidadanvitaminA (total)dilakukanterhadapcontohyang
diambil di pabrik.

9. | LaporanHasilUji MencantumkanhasilujidansyaratmutusesuaidenganketentuanSNI7709:2019
yangdimohonkan
10.| Tinjauan Terhadap a.

Laporan Audit
dan Laporan Hasil Uji

PersonilyangmelakukantinjauanterhadapLaporanAuditdanLaporanHasil
Uji
memilikikompetensiterkaitprodukMinyakGorengSawit;

b. Pengkaji(Reviewer)melakukantinjauanlaporanauditdanlaporanhasiluji;

c. Tinjauan yang dihasilkan manjadi bahan untuk menetapkan
rekomendasikeputusan Sertifikat SNI;

d. Ketentuanuntukhasiluji:

1) JikahasilujiterhadapcontohyangdikirimkeLaboratoriumUjidan/atauarsi
p tidak memenuhi persyaratan SNI, maka dilakukan pengambilan
contohulanguntukdilakukanpengujianulangpadaseluruhparameter.

2) Pengambilancontohulangdilakukanpalingbanyak]1(satu)kali.

3) Pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri
menerima pemberitahuan dari LSPro, apabila Industri atau
Produsen di Luar Negeritidak menindaklajuti pemberitahuan
tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan
gagal.

e. Jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI,
maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.




Catatan :

1) jika hasil uji yang diterbitkan oleh Laboratorium Uji dan berdasarkan
evaluasi LSPro ditemukan ketidaksesuaian, LSPro menerbitkan laporan
ketidaksesuaian kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar
Negeri;

2) berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, maka dilakukan pengambilan
contoh ulang setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri
melakukan tindakan perbaikan.

3) Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industriatau
Produsendi Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus
melalui LSPro.

11.

KeputusanSertifikasi

DilakukansesuaiprosedurLSPro,dengankeputusan:

a. SertifikatSNIdipertahankan;

b. SertifikatSNIdibekukan;atau

c. SertifikatSNIdicabut.

Sertifikat SNI dipertahankan/
Pemeliharaan Sertifikat SNI

1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Teknis yang telah ditetapkan
dalam dokumentasi mutu LS Pro, peraturan teknis dan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku telah dipenuhi.

2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi SNI Produk yang berlaku.

3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan Dokumentasi mutu
perusahaan dan standar yang digunakan.

a. Perusahaan yang SPPT SNI nya dipelihara/ dipertahankan, tetap:
. Diperkenankan menggunakan tanda SNI pada produknya
. Mempublikasikan/ membuat pernyataan dalam pemasarannya berkaitan
diperolehnya SPPT SNI
b. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan operasional perusahaan
sesuai dengan :
. Surat Perjanjian Sertifikasi
. Syarat dan Aturan Sertifikasi
. Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian

Pembekuan Sertifikat SNI

1.Laporan ketidaksesuaian tidak diselesaikan/ ditutup dalam jangka waktu yang




ditetapkan.

2.Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen LS Pro
menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat
sementara

3.Masa berlaku sertifikasi telah berakhir, sedangkan proses evaluasi belum selesai.

4.Atas Permintaan perusahaan

5.Terjadi penyalahgunaan SPPT SNI dan/atau tanda kesesuaian yang segera diperbaiki
perusahaan dalam jangka waktu ditentukan

6.Kegagalan dalam membantu personel LS Pro / Sub Kontrak dalam menjalankan
tugas resmi.

7.Pelanggaran terhadap persyaratan dan peraturan yang ditetapkan LS Pro.

8.Pelanggaran lain terhadap Ketentuan dan Tata Cara SPPT SNI

9.Selama SPPT SNInya dibekukan, Perusahaan :
a. Dilarang menggunakan Tanda SNI pada kemasan produknya sejak tanggal

pembekuan
b. Dilarang menyebarluaskan pernyataan/ tulisan yang telah disertifikasi oleh LS Pro.
c. Menyampaikan status pembekuan yang diterima kepada pembeli yang relevan dan
potensial.
Dalam hal produk yang dihasilkan berbahaya maka perusahaan harus menarik produk
yang dihasilkan akibat perubahan tersebut di pasaran

Penundaan pemberian Sertifikat
SNI

1. Adanya informasi bahwa telah terjadi perubahan dalam perusahaan sebagaimana
pada evaluasi ulang

2. Kegagalan perusahaan dalam membantu personel LS Pro dan/ atau sub kontraknya
dalam proses sertifikasi

3. Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan namun Manajemen LS Pro
menganggap bahwa ketidak terpenuhinya persyaratan tersebut hanya bersifat
sementara

4. Atas permintaan perusahaan sendiri

Penolakan pemberian Sertifikat
SNI

1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Data Teknis yang telah
ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro peraturan teknis dan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku tidak dipenuhi.

2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan tidak memenuhi SNI Produk yang relevan.

3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan tidak cukup dan tidak diterapkan sesuai
dengan dokumentasi mutu perusahaan dan standar yang digunakan

LS Pro akan menginformasikan adanya kesempatan untuk memberi tanggapan dan/

atau prosedur banding bagi Perusahaan yang berkeberatan atas putusan penolakan ini




Pemberian Sertifikat SNI

1. Persyaratan Administrasi (termasuk pembayaran) dan Data Teknis yang telah
ditetapkan dalam dokumentasi mutu LS Pro Samarinda Etam, peraturan teknis dan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku telah dipenuhi.

2. Mutu Produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi SNI Produk yang relevan.

3. Sistem Manajemen Mutu perusahaan diterapkan sesuai dengan Dokumentasi mutu
perusahaan dan standar yang digunakan
Perusahaan yang telah diberikan SPPT SNI diberi hak untuk :

a. Menggunakan tanda SNI pada produk yang dihasikannya

b. Mempublikasikan dalam pemasarannya berkaitan diperolehnya SPPT SNI
Perusahaan yang telah diberikan SPPT SNI mempunyai kewajiban untuk
melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan :

a. Surat Perjanjian Sertifikasi

b. Syarat dan Aturan Sertifikasi

c. Surat Perjanjian Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian

Pencabutan Sertifikat SNI

1.Perusahaan gagal memperbaiki tindakan perbaikan yang direkomendasi pada saat
survailen dalam jangka waktu yang ditetapkan
2.Tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan tidak memadai dalam kasus
pembekuan SPPT SNI.
3.Terdapat ketidaksesuaian yang serius pada hasil survailen
4.Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya SPPT SNI
5.Perusahaan tidak memperbaharui SPPT SNI
6.Produk yang disertifikasi tidak diproduksi lagi oleh perusahaan.
7.Perusahaan mengalami kebangkrutan/ pailit.
8.Perusahaan yang SPPT SNInya dicabut, diwajibkan :
a. Mengembalikan sertifikat yang telah diberikan
b. Apabila produk yang dihasilkan berbahaya, maka perusahaan diwajibkan menarik
produknya dipasaran
c. Dilarang menggunakan Tanda SNI pada kemasan produk dan pernyataan
lisan/tulisan yang berisi pernyataan tersertifikasi oleh LS Pro

Perluasan Ruang Lingkup
Sertifikat SNI

1. Proses penambahan ruang lingkup sertifikasi produk penggunaan tanda SNI
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis (formulir resmi dari LS
Pro yang disertai dokumen/ informasi tambahan yang diperlukan.

2. Proses evaluasi terhadap penambahan ruang lingkup akan dilakukan bersamaan
dengan kegiatan survailen secara berkala. Permintaan penambahan ruang lingkup
selain pada waktu survailen berkala dapat dipenuhi, namun survailen berkala tetap
akan dilaksanakan.

3. Biaya sertifikasi penambahan ruang lingkup yang dibebankan ke perusahaan




sebagaimana tertera pada Struktur Biaya Sertifikasi pada LS Pro
4. Aturan dan kriteria pemberian sertifikat atas penambahan ruang lingkup sama
dengan aturan dan kriteria pada pemberian sertifikasi

Pengurangan Ruang Lingkup
Sertifikat SNI

1.Perusahaan gagal melakukan tindakan perbaikan yang direkomendasi atas produk
pada saat survailen atau evaluasi ulang dalam jangka waktu yang ditetapkan atas
salah satu produk yang dihasilkan.

2.Tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan atas salah satu mutu produk, tidak
memadai dalam kasus pembekuan SPPT SNI.

3.Produk yang disertifikasi tidak diproduksi lagi oleh perusahaan.

4. Permintaan sendiri dari perusahaan

e LS Pro:

1. Melarang Perusahaan untuk menggunakan Tanda SNI bagi produk yang telah
dicabut SPPT SNI, serta

2 Mewajibkan perusahaan memenuhi ketentuan sebagaimana pada Surat Perjanjian
Sertifikasi dan Syarat dan Aturan Sertifikasi
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Keluhan & Banding Pelanggan

1.Pemohon keluhan dan banding mengajukan keberatan kepada Kepala Balai baik
secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon) selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak disampaikannya laporan hasil keputusan
sertifikasi.

2.Kepala Balai menginstruksikan Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi untuk
mengkaji keluhan dan banding yang disampaikan pemohon.

3.Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi melaporkan ke Kepala Balai mengenai hasil
pengkajian keberatan dari pemohon.

4.Apabila keluhan dan banding ditolak maka Ketua Tim Standardisasi dan Sertifikasi
menyampaikan secara tertulis kepada pemohon

5.Apabila keluhan dan banding diterima maka Kepala Balai membentuk tim keluhan
dan banding

6.Tim keluhan dan banding mempelajari dan menganlisis keluhan dan menetapkan
keputusan

7.Penyampaianya secara tertulis kepada pemohon hasil keputusan tim

8.Apabila pemohon belum puas atas keputusan Tim keluhan & banding dan pemohon
mengajukan ke ranah hukum, maka LS Pro akan didampingi oleh Biro Hukum
Kementerian Perindustrian.




PengendalianProsesProduksi

1. Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan Industri
atau Produsen di Luar Negeri
No. TahapanProse/ Metode Persyarata | Frekuensi
Parameter n
Evaluasi Sesuai .
1. | Pemasok Pemasok Prosedur Setiaptahun
Bahan Baku Veljlﬁka.lSI dan. Sesuai Setiap
2. . validasimelalui| persyaratan .
dan Fortifikan - . pembelian
pengujian pembelian
Peralatan Verifikasi Sesuai Sesuai
3. . dan Standar Standar
Produksi . . . .
validasifung Operasi Operasi
si
dankondisi
Verifikasida Sesuai Sesuai
4. | Penyimpanan n validasi Standar Standar
penyimpanan | Operasi Operasi
Verifikasida Sesuai Sesuai
6. | Fraksinasi n validasi Standar Standar
penyimpanan | Operasi Operasi
Verifikasidan | Sesuai Sesuai
8. | Pengujian validasi Standar Standar
penyimpanan | Operasi Operasi
Verifikasida . .
. . Sesuai Sesuai
Penambahan n validasi
O. . Standar Standar
fortifikan penambahan Operasi Operasi
fortifikan P P
Inspeksi& Verifikasi Sesuai Sesuai
10. | Packing Produk secaravisual Standar Standar
Akhir Operasi Operasi
Verifikasi dan
validasi Sesuai Sesuai
11. | Penandaan penandaan Skema Standar
MinyakGore Sertifika Operasi
ng Sawit si
Kompetensi Verifikasida
. . . Standar .
12. | Personil n validasi Kompetensi Setiaptahun
ProduksidanQC | Kompetensi p




2. Pengendalian proses produksi untuk Perusahaan
Industri merupakan pengemas ulang
No. TahapanProses Metode Persyaratan| Frekuensi
/ Parameter
1. | Pemasok Evaluasi Sesuai Setiap tahun
Pemasok Prosedur
Verifikasi
danvalidasi Sesuai SNI Setiap
2. | BahanBaku melalui 7709:2019 pembelian
pengujian
Verifikasi . i
danvalidasi Sesuai Sesuai
3. | PeralatanProduksi . Standar Standar
fungsi dan Operasi Operasi
kondisi P P
Verifikasi Sesuai Sesuai
4. | Penyimpanan dan validasi | Standar Standar
penyimpanan | Operasi Operasi
Verifikasi Sesuai Sesuai
6. | Filtrasi danvalidasi Standar Standar
filtrasi Operasi Operasi
. . . . Sesuai Sesuai
e Inspeks1&,1?ackmg Ver1ﬁka§1 Standar Standar
ProdukAkhir secaravisual . .
Operasi Operasi
Verifikasi
danvalidasi Sesuai Sesuai
8. | Penandaan penandaan Standar
; Skema .
Minyak . . Operasi
G . Sertifikasi
orengSawit
Kompetensi Verifikasi .
9. | Personil Produksi | danvalidasi Standar . Setiap tahun
Kompetensi

dan QC

Kompetensi
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